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Ketentuan Perizinan Usaha. 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50 TAHUN 2020 

TENTANG 

KETENTUAN PERIZINAN USAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN 

PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM 

ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 

12 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 36, Pasal 77 ayat (3), Pasal 

78 ayat (4), Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Perizinan Usaha, 

Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4843)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

5. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6414);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6420); 

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

338); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

813); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN PERIZINAN USAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, 

DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN 

MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait 

dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam  

negeri dan melampaui batas wilayah negara  

dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ 
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atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau  

kompensasi. 

2. Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya 

disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya 

dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik. 

3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. 

4. Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik 

yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap 

orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat 

berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha 

Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang 

PMSE. 

5. Pelaku Usaha Dalam Negeri adalah warga negara 

Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di 

bidang PMSE. 

6. Pelaku Usaha yang berkedudukan di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Pelaku Usaha Luar Negeri adalah 

warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan 

berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di 

bidang PMSE di wilayah negara Republik Indonesia. 

7. Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik 

yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha 

penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan 

untuk transaksi Perdagangan. 

8. Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang 

melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan 

dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana 
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milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang 

menyediakan sarana PMSE. 

9. Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary services) 

yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pelaku Usaha 

Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang 

menyediakan sarana komunikasi elektronik selain 

penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi 

sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara 

pengirim dengan penerima. 

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

12. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang 

dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

13. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 

14. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk 

pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang 

diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam 
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